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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN

Menimbang

PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

a.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan
fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementerian Pertanian, perlu melakukan pembagian
tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan
Fungsional melalui pengelompokan jabatan fungsional ke
dalam Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi
pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana
Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan
Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan
Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pertanian;
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Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1647);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1759);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1760);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TUGAS
KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI
PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA
TEKNIS LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN.
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BAB I
KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI
PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA
TEKNIS BIDANG PELATIHAN

Bagian Kesatu

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

Pasal 1
Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelatihan
Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, terdiri atas:
a. Kelompok Program dan Evaluasi;
b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan;
c. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha;
d. Subkelompok Keuangan; dan
e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 2
Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf a mempunyai tugas melakukan
penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaksanaan
kerja sama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan,
pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya,
pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan data dan

informasi pelatihan, dan pelaporan.

Pasal 3
Kelompok Program dan Evaluasi terdiri atas:
a. Subkelompok Program dan Kerja Sama; dan

b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 4
(1) Subkelompok Program dan Kerja Sama mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan program,
rencana kerja, anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan

identifikasi kebutuhan pelatihan bagi aparatur dan



2021, No.424

nonaparatur, serta pengembangan kelembagaan
pelatihan pertanian swadaya.

(2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi,
serta pengelolaan data dan informasi pelatihan, dan

pelaporan.

Pasal 5
Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas melakukan
pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan, serta
pengembangan model dan teknik pelatihan manajemen,
kepemimpinan, dan multi media pertanian, serta pengelolaan

unit inkubator manajemen.

Pasal 6
Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan terdiri atas:
a. Subkelompok Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan;
dan
b. Subkelompok Pelatihan Fungsional Nonbidang Pertanian

dan Multi Media Pertanian.

Pasal 7

(1) Subkelompok Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan
penyelenggaraan pelatihan manajemen, kepemimpinan,
dan prajabatan, serta pemberian pelayanan pengelolaan
unit inkubator manajemen.

(2) Subkelompok Pelatihan Fungsional Nonbidang Pertanian
dan Multi Media Pertanian mempunyai tugas melakukan
pemberian  pelayanan = penyelenggaraan = pelatihan
fungsional Nonbidang Pertanian, profesi di bidang
pertanian bagi aparatur dan nonaparatur, serta multi

media pertanian.
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Pasal 8
Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan

urusan kepegawaian dan tata usaha.

Pasal 9
Subkelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 10
Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e mempunyai
tugas melakukan urusan rumah tangga, penatausahaan
barang milik negara, instalasi, dan sarana teknis, serta unit

multimedia pertanian.

Pasal 11
(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Pelatihan Manajemen
dan Kepemimpinan Pertanian terdiri atas:
a. Widyaiswara;
b. Perencana; dan
c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas
dan fungsi Pusat Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan Pertanian.
(2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedua

Balai Besar Pelatihan

Pasal 12
Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Pelatihan,
terdiri atas:
a. Kelompok Program dan Evaluasi;
b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan;

c. Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga;



